
ABSTRAK 

 Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak melalui fasilitas perbankan yaitu 

ATM masih merupakan hal baru dalam rangka pelayanan masyarakat oleh 

Pemerintah. Hal yang memudahkan masyarakat tentu bukan merupakan jaminan 

bahwa tidak akan ada masalah yang timbul atas kemudahan tersebut. Wajib Pajak 

selaku subjek pajak memerlukan kepastian hukum dalam hal pembayaran PBB 

melalui ATM serta perlindungan hukum apabila timbul kesalahan atau kekeliruan 

atas kesalahan teknis dalam proses pembayaran PBB melalui ATM. Pembayaran 

PBB melalui ATM telah diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor 371/PJ./2002 tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Melalui 

Fasilitas Perbankan Elektronik. Perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam 

pembayaran PBB melalui ATM meliputi perlindungan hukum preventif dan 

perlindungan hukum represif. 
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